
b. bahwa ... 

a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru 
Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Vi,us Disease 2019 ( Covid-19) telah ditetapkan dengan 
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Wall Kota Bandung Nomor 46 Tahun 

2020, namun dalam perkembangannya sesuai dengan 
hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Coronauinis Disease 2019 ( Covid-19) Tingkat Kota dan 
telah terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan 
Tugas Penanganan Coronauirus Disease 2019 (Covid- 
19), dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan 
keberlangsungan perekonomian masyarakat dengan 
tetap melaksanakan perlindungan kesehatan dan 
keselamatan warga, serta terdapatnya aturan 
perubahan nomenklatur Gugus Tugas menjadi Satuan 
Tugas, maka Peraturan Wall Kota termaksud perlu 
diubah; 

WALi KOTA BANDUNG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

WALi KOTA BANDUNG 
PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN WALi KOTA BANDUNG 
NOMOR 52 TAHUN 2020 

TENT ANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALi KOTA BANDUNG 
NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN 

DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVJD-19) 

SALIN AN 



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam 

Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19); 
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Dalam Daerah lstimewa Jogjakarta 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 
Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4168); 

5. Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 

6. Undang-Undang ... 

Mengingat 
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13. Peraturan ... 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6485); 

3 



20. Peraturan ... 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3447); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6487); 

19. Peraturan Presiden Nomor 1 7 Tahun 2018 ten tang 
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 34); 
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28. Peraturan ... 

20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang 

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 

19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

21. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vims 

Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Corona Vims Disease 2019 (COVID-19); 

22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Vims Disease 2019 (COVID-19); 
23. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vims 

Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 /Menkes/ 
SK/VII/2004 ten tang Penyelenggaraan Sistem 
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Vims 

Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); 
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 

2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka 
Pencegahan Penyebaran Corona Vims Disease 2019 

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 361); 
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35. Peraturan ... 

Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 
Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 
tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada 
Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 
2020 / 2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 

2019 ( Covid-1 9); 
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 

Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru 
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 ( Covid- 

19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / 
Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19); 

34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 
Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah 
Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan 
Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan 
Pengandalian Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 
46); 

dan Pendidikan Bersama Menteri 31. Keputusan 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / 
MENKES / 328 / 2020 ten tang Panduan Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) di 
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam 
Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi 
Pandemi; 

30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / 
MENKES / 382 / 2020 ten tang Protokol Kesehatan Bagi 
Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam 
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 ( Covid-19); 
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2. Surat ... 

35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 

tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap 

Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi 

Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan 

Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19) di Daerah 

Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2020 Nomor 60); 

36. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 357 Tahun 

2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru 

di Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek Dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19); 

37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Bandung Tahun 2020 Nomor O 1); 

38. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan 

Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) (Berita Daerah 

Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 37) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Wali Kota Bandung Nomor 46 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan 

dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) 

(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 47); 

Memperhatikan: 1. lntruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus Disease 2019; 

7 



Pasal ... 

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS 

DISEASE2019 (COVID-19). 

PEDOMAN PELAKSANAAN 

BARU DALAM RANGKA 

TAHUN 2020 TENTANG 

ADAPTASI KEBIASAAN 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN WALi KOTA BANDUNG NOMOR 37 

MEMUTUSKAN: 

111/2223/2020 tanggal 2 Juli 2020, perihal Penerapan 

Adaptasi Kebiasaan Baru Provinsi Jawa Barat di Luar 

Wilayah Bodebek; 

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas 

Penanganan Coronauinis Disease 2019 (Covid-19) 

Daerah; 

7. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 

443/93/Hukham tentang Pendampingan Pelaksanaan 

Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di 

Lingkungan Pondok Pesantren; 

Kesehatan PM.03.1/ Nomor Menteri 5. Surat 

2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 11 

Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa 

Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 ); 

3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 

tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 

di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat 

Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi; 

4. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan 

Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

( COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 
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(5) Ketentuan ... 

Pasal 20 
( 1) Selama pandemi Covid-19 kegiatan olahraga yang 

diperbolehkan yaitu cabang olahraga non kontak 
fisik yang dilakukan di luar ruangan ( outdoon, 

(2) Khusus untuk kegiatan pertandingan dan 
perlombaan olahraga kontak fisik secara selektif 
diperbolehkan dengan ketentuan tanpa melibatkan 

dan/ atau dihadiri oleh penonton dan supporter. 

(3) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab 
sarana/prasarana olahraga, penyelenggara kegiatan 
olahraga dan pelaku olahraga sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) wajib 
menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan 
pengendalian pen ye baran Covid-19. 

(4) Ketentuan teknis operasional pelaksanaan kegiatan 
olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas 
Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. 

1. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi 
se bagai beriku t: 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( COVJD-19) (Berita 
Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 37) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali 
Kota Bandung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan 
Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kota Bandung 
Tahun 2020 Nomor 47), diubah sebagai berikut: 
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Pasal ... 

Pasal 24 

( 1) Selama pandemi Covid-19, dalam rangka 

pelaksanaan AKB khusus untuk kegiatan/ aktivitas 

usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat 

persetujuan dari Wali Kota selaku Ketua Satuan 

Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota. 

(2) Kegiatan/ aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) terdiri atas: 

a. penyelenggaraan acara terdiri atas khitanan dan 

pemikahan yang dilaksanakan di hotel atau 

gedung; 

b. kegiatan olahraga di sarana olahraga milik 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Barat, Pemerintah Daerah Kota dan swasta; 

c. fasilitas kolam renang di hotel dan kolam renang 

di destinasi wisata; 

d. angkutan roda dua berbasis aplikasi; 

e. kegiatan/aktivitas usaha pub/klab malam/bar, 

karaoke, bioskop, gym, bilyard, pertunjukan 

drive in dan taman bertema; dan 

f. kegiatan/usaha salon khususnya potong rambut 

dan barbershop. 

(3) Wali Kota mendelegasikan pemberian persetujuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian 

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota. 

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi 

se bagai beriku t: 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota 

ini. 
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~==~embina Tingkat I 
NIP. 19650715 198603 1 027 

SH 

Salinan sesuai dengan aslinya 
.::;:::;~~J.,A BAGIAN HUKUM 

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 53 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 25 September 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 
TTD. 

EMASUMARNA 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 25 September 2020 

WALi KOTA BANDUNG, 
TTD. 

ODED MOHAMAD DANIAL 

Pasal II 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 
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